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Abstrak

Salah satu alasan mendasar kekerasan terhadap perempuan dalam politik adalah disebbakan konstruksi sosial buda yang diskriminatif dari nilai patriarki yang memunculkan sudut pandang tidak adil atau tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Penelitian ini fokus pada kekerasan yang dialami perempuan dialami perempuan yang muncul karena sudut pandang dan relasi kuasa yang diantarai oleh konstruksi panjang nilai-nilai patriarki. Penelitian menggunakan Standpoint Theory dan  Relasi kuasa dalam komunikasi yang dipengaruhi budaya patriarki, dengan rumusan masalah adalah  perbedaan sudut pandangan perempuan dan laki-laki mempu menyebabkan perbedaan ide, sikan, pengetahuan dan perilaku terhadap perempuan menurut Standpoint Theory. Penelitian menggunakan adalah kualitatif, dan metode studi kasus single holistic analyisis. Obyek penelitian adalah sudut pandang yang melahirkan kekerasan terhadap Perempuan dalam politik. Sudat pandang dan reali kuasa yang selama ini hasil konstruksi dalam budaya patriarki yng telah mengentalkan pemahaman dan kesadaran yang diskriminatif bagi perempuan. Oleh karenanya diperlukan sebuah Gerakan penghapusan kekerasan ini secara terus menerus sehingga tercipta komunikasi politik tanpa kekerasan-setara dan adil bagi semua, bagi perempuan dan laki-laki.
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Pendahuluan
Perempuan merupakan korban kekerasan, baik fisik maupun kekerasan, dan 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan (WHO, 2010). Di negara maju, 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan hingga mencapai 25%, dan di  negara-negara Afrika dan Asia, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi yaitu sekitar 37%.  Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan (Simponi-PPA), per 2 Januari 2022 menunjukkan sebanyak 10.247 kasus kekerasan terjadi sepanjang 2021.    WHO juga menegaskan bahwa 1  dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan ((WHO, 2021 dalam Wahid & Legino, 2023).  
Kekerasan terhadap perempuan juga diaami perempuan dalam politik. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam : 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.. 2) Kekerasan psikologis/emosional, kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 3) Kekerasan seksual yaitu kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, 4) Kekerasan ekonomi. (Sutrisminah, 2022), (Virgiananda & Jacky, 2018) Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi adalah kekerasan dalam aktivitss politik. Kekerasan terhadap perempuan dalam politik dapat terjadi dimana saja baik di ruang privat maupun ruang publik. Demokrasi seharusnya bersifat inklusif dan setara, bagi perenpuan dan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan fenomena tersembunyi, dan menjadi masalah besar dalam memperkuat demokrasi. 
Pada 2020, ada 226.062 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini meningkat 50 % dari tahun sebelumnya (Aini, 2022 Republika.co.id) Diperlukan upaya serius semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan sehingga tidak terus bertambah. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ruang politik telah dilakukan termasuk adanya ketentuan affirmative action, kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik.  Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga kerana distribusi kekuasaan yang tidak sama. Adanya sistem patriarki yang menyediakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang (unequal) antara laki-laki dan perempuan. Kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat awam dan masyarakat politik (Wahid, 2012).
Tahun 2024 bagi Indonesia adalah tahun politik dimana penyelenggaraan pemilu serentak. Muncul persaingan yang kondisi sangat kompetitif antara calon dari 24 partai politik yang yang tentu semuanya mempunyai target untuk  terpilih.  Persaingan diantara kandidat atau calon dalam pemilu 2024 menjadi alasan bagi banyak pihak yang akan memanfaatkan tahun tersebut untuk menduduki kursi pemerintahan dan legislatif. Para calon dan partai politik nyatanya  sudah mulai melakukan  usaha-usaha untuk menarik perhatian calon pemilih sudah dimulai tahun ini.  Politik patriarki  sangat   merugikan kaum perempuan dalam jenis hubungan apapun. Termasuk kekerasan dalam politik. Kekerasan timbul                berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan (Hasbi, 2015). 
Ketentuan affirmative action, kuota 30 persen dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perem- puan di legislatif. Ketentuan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk penghapusan ekkerasan terhadap perempuan dalam politik, dimana selama ini sebelum ada ketentuan tersebut, partai politik mempunyai kecenderungan ‘enggan’ untuk memberikan kesempatan yang lebih besar atau setara kepada perempuan sebagaimana lakilaki sebagai calon. Legislatif ataupun kepala pemerintahan. (Nisa & Wahid, 2014). Kondisi tersebut memunculkan sebuah Gerakan feminis mengkritisi, menolak,  melawan dan menawarkan solusi agar keterwakilan perempuan dalam politik terbuka, dna kekerasan dapat dihapuskan.
Feminisme adalah sebuah ideologi yang berlandaskan dari suatu kesadaran terhadap penindasan dan sejenisnya terhadap perempuan di lingkungan masyarakat sekitar maupun tempat kerja, dan kemudian hal tersebut memicu perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut (Sunarto, 2004) & (Fitri, 2019). Teori sudut pandang adalah teori kritis yang merupakan karya dari Sandra Harding dan Patricia Hill Collins. Kemudian teori ini diadopsi ke kajian ilmu komunikasi oleh Julia Wood dan Marsha Houston. Teori sudut pandang mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial (Littlejohn et al., 2017). 
Gerakan penghapusan kekerasan etrhadap perempuan dalam politik terus diperjuangakan oleh kamu perempuan, salah satunya upaya yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI). Perjuangan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang politik, harus konsisten dilakukan demi mewujudkan ruang politik yang aman dan ramah serta tidak diskriminatif. Setiap tindakan atau ancaman kekerasan berbasis gender yang menghalangi perempuan untuk menggunakan haknya yang setara dalam politik, serta melawan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan di ranah daring atau luring terutama pada saat pemilu dan pilkada.
Salah satu Gerakan bersama adalah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasanterhadap Perempuan (16 HAKtP) yang berlangsung  25 November hingga 10 Desember. Kampanye dilakukan setiap tahun pada tanggal dan bulan yang sama,  diikuti oleh banyak badan dan lembaga yang menegakkan upaya menghapuskan kekerasan berbasis gender di berbagai bidang. Salah satunya adalah kekerasan di ranah politik. Kekerasan terhadap saat ini marak terjadi di ranah politik, termasuk di Indonesia. Forum bertajuk “Aksi Parlemen Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik”. Menurut Diah Pitaloka (Kumparan, 2022) bahwa “Kekerasan, kan, tidak hanya fisik. Hampir semua politisi perempuan punya pengalaman di-underestimate. Kita sering kali dianggap tidak pantas menempati posisi tertentu, atau diragukan kemampuannya”. Dilakukan deklarasi bersama  melawan kekerasan politik terhadap perempuan. Deklarasi ini turut mengecam tindakan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bisa menghalangi haknya dalam berpolitik. (kumparan,com 2022) Politik sejak lama dianggap sebagai ruang yang tidak cocok bagi perempuan karena  terlalu keras bagi perempuan. 
Salah satu strategi untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan adalah keterwakilan yang tinggi di parlemen sehingga diharapkan banyak kebijakan dan aturan yang dihasilkan berpihak kepada perempuan. Strategi politik dengan menjadikan sisi seksualitas dan kelemahan perempuan sebagai komoditas tentu perlu dihindari. Pengetahuan dan kesadaran terhadap kesetaraan gender perlu diperkuat di masyarakat. Penting bagi peserta dan penyelenggara pemilu untuk memperhatikan isu-isu politik yang melibatkan gender. Keadilan terhadap perempuan telah tertuang di dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Hal itu demi meningkatkan partisipasi dalam ruang demokrasi perlu menghadirkan paradigma politik yang berwawasan gender, menjamin kesetaraan bagi semua warga negara tanpa ketimpangan yang diskriminatif. Partai politik wajib mendukung secara serius kader perempuan untuk mencapai karir politik, sekaligus melindungi mereka dari kecenderungan komodifikasi politik semata. (Mawardin, 2021 https://www.chartapolitika.com/) Hal tersebut merupakan wujud keberpihakan partai politik sebagai salah satu bentuk tidak adanya diskriminasi sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan terhadap perempuan dalam politik juga dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Juru bicara isu perempuan dari Partai Hijau, Ulle Shauws mengatakan, "kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi dalam skala yang tinggi dan menakutkan". Pakar dalam negeri Partai Hijau Irene Mihalic menunjuk pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam statistik resmi kepolisian Jerman. (tempo.com, 2022) Dunia politik selalu identik dengan laki-laki, masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kental dengan budaya patriarki seperti perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh berkiprah di ranah politik. Kuatnya ideologi patriarki dalam masyarakat ini menimbulkan pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan, pandangan bahwa laki-laki lebih layak dan lebih mampu untuk memimpin, membuat kebijakan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat lekat dengan citra maskulin. Ideologi yang melekat dalam masyarakat ini, tentu menimbulkan banyak ketidakadilan atau bias gender yang terjadi di dalam masyarakat (Latief et al., 2021). Perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Ini dialami oleh perempuan muda calon parlemen atau kepala daerah, kandidat yang minoritas di wilayah pemilihan. Perempuan sering dianggap tidak mampu memimpin, dilekatkan stereotip yang ini semua dianggap hal biasa. Padahal itu adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah politik. Adapun pelaku bisa berada di ruang offline dan online. Mereka yang berpotensi menjadi pelaku seperti teman politisi, konstituen, para pemilih, bahkan anggota keluarga yang berseberangan pilihan. (Jalastoria.id, 2022). 
Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia masih sangat minim jumlahnya, meskipun sudah memiliki landasan hukum UU No 8/2012 yang mengatur tentang pemilihan umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Salah satu butir pasal menyebutkan partai politik untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif (caleg) perempuan untuk berkontestasi dalam pemilu baik di DPR RI hingga DPRD tingkat II atau kabupaten/kota. Data hasil pemilu tahun 2004 jumlah anggota DPR RI perempuan sebanyak 11,82 %, dan di tahun 2009 meningkat menjadi 17,86%, sedangkan di tahun 2014 berjumlah 17,32% kemudian di tahun 2019 meningkat sebanyak 20,8 angka ini belum memenuhi kouta 30%. Jumlah perempuan di Indonesia sekitar 130 juta populasi hampir setara dengan kaum pria, keterwakilan perempuan belum terlalu memuaskan walaupun politik afirmasi perempuan sudah berjalan. (Latief et al., 2021).
Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara peran perempuan   dan laki-laki yang menciptakan dominasi dan diskrimasi dalam kehidupan perempuan. Dominasi  gender merupakan subyektivitas yang membentuk pehaman gender tertentu terhadap seksualitas mereka. Laki-laki sebagai gender yang dominan dalam banyak nilai sosial budaya. (Wahid & Legino, 2023). Merujuk Helliwel dan Hindes (Taylor, 1999 dalam Wahid & Legino, 2023), “kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Sistem budaya patriarki adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan berpihak kepada kaum laki-laki yang memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan. Terdapat sudut pandang yang berbeda antara laik-laki dan perempuan dalam memandnag dan memahami kondisis, fenomena dan alasan keterlibatan perempuan dalam politik. Perbedaan ini merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun dalam pemahaman yang tidak setara atau sudut pandang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Teori sudut pandang menfokuskan pada kesetaraan perempuan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan sipil, mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. (Nugroho et al., 2021)
Sandra Harding menyebutkan "ketika orang berbicara dari sisi berlawanan dari hubungan kekuasaan, perspektif dari kehidupan yang kurang kuat dapat memberikan pandangan yang lebih objektif daripada perspektif dari kehidupan yang lebih kuat." Menurut Sandra Harding dan Julia Wood menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menemukan bagaimana dunia bekerja adalah dengan memulai penyelidikan dengan sudut pandang perempuan dan kelompok marginal lain pada masyarakat (Griffin, 2015). Sudut pandang adalah tempat untuk melihat dunia di sekitar kita. Sebuah sudut pandang menjadi politis ketika anggota kelompok terpinggirkan menjadi sadar akan posisi khusus mereka dalam kaitannya dengan budaya dominan dan berusaha untuk menantang dominasi itu (Littlejohn et al., 2017). 
Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki hingga menimbulkan dominasi dan diskrimasi yang akan menghambat kaum perempuan untuk maju. Ada beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan ekonomi hingga kekerasan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas politik. Berdasarkan paparan fenomen, identifikasi masalah dan fokus masalah penelitian, maka penelitian ini rumusan masalahnya adalah 1) Mengapa politik patriarki berimplikasi terdapat munculnya tindakan kekerasan di terhadap perempuan dalam politik ? 2) Bagaimana perbedaan sudut pandang perempuan dan laki-laki mempu menyebabkan perbedaan ide, sikan, pengetahuan dan perilaku terhadap perempuan menurut Standpoint Theory ?
Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian upaya membongkar, mengkritisi dan memberikan alternatif solusi komunikasi politik yang selama ini terdapat kekerasan terhadap perempuan dalam aktivitas politik. Penyebab kekerasan dalam politik masih dialami oleh perempuan salah satunya karena mental dan pola pikir atau mental yang berbeda sehingga lahirkan ide, sikap dna perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut merupakan hasil konstruksi kritis sosial budaya dan politik yang dialami kedua gender yang berbeda. Budaya patriarki yang lebih menempatkan laki-laki pada posiis utama, dan menempatakamn perempuan lada level kedua, kemudian mengekalkan pemahaman tersebut yang menentukan pola pikir laki-laki yang terlibat dalam aktiviats politik. Termasuk muncul pemahaman bahwa perempuan tidak cocok terjut ke politik karena irrasional, lemah dan tidak suka berdebat. Sebaliknya laki-laki dipandang lebih cocok terjun dalam politik karena rasional, suka berdebat dan memang ditakdirkan sebagai pemimpin. Perbedaan pandana terhadap gender laki-laki dan perempuan menurut Standpoint Theory (Griffin, 2012).
 Teori Standpoint memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Menurut (Utami, 2018), teori standpoint mengasumsikan adanya kelompok underrepresented. Kelompok ini adalah kelompok yang termarjinalkan, dalam hal ini adalah ibu tunggal yang berperan ganda. Dalam dunia yang didominasi budaya patriarki, adanya kesan kuasanya laki-laki, sedang perempuan ada di pihak bawahnya. Teori standpoint memperkenalkan kekuasaan (power) dalam identitas (Kronsell, 2005). Menurut teori ini, orang tertindas ataupun termarginalkan, umumnya yang mempunyai beberapa identitas, karena memandang dunia dengan menggunakan banyak kaca mata yang berlainan. 
Menurut Sandra Harding dan Julia Wood menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menemukan bagaimana dunia bekerja adalah dengan memulai penyelidikan dengan sudut pandang perempuan dan kelompok marginal lain pada masyarakat (Griffin, 2015). Sudut pandang adalah tempat untuk melihat dunia di sekitar kita. Sebuah sudut pandang menjadi politis ketika anggota kelompok terpinggirkan menjadi sadar akan posisi khusus mereka dalam kaitannya dengan budaya dominan dan berusaha untuk menantang dominasi itu (Littlejohn et al., 2017).  Teori sudut pandang dalam kajian ilmu komunikasi dikembangkan oleh Julia T. Wood. Teori sudut pandang ada sebagai pengakuan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara bertanggung jawab terhadap marginalisasi atas penindasan kelompok tertentu (Littlejohn et al., 2017).  
Teori sudut pandang feminis memulai dari kelompok terpinggirkan dengan berfokus pada pengalaman dan kisah dari mereka, dan mengenali pandangan terbatas mereka yang berasal dari visi mereka, serta mengakui subyektifitas dari kebenaran. Konsep-konsep dalam teori sudut pandang (standpoint theory) adalah 
a) Perempuan sebagai Kelompok Termarjinal . Terdapat perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Julia Wood seorang professor dalam bidang komunikasi menggunakan teori dialektika relasioanl untuk melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak otonomi, sedangkan pada perempuan lebih memiliki keterhubungan. Harding dan Wood menegaskan untuk tidak menganggap perempuan sebagai kelompok monolitik dan perempuan juga bahwa tidak semua perempuan mempunyai sudut pandang yang sama. 
b) Objektivitas yang kuat. Objektivitas terkuat ditemukan melalui perspektif feminis yang terpingirkan. Perspektif tersebut dapat menjadikan pandangan dunia menjadi akurat dan tidak terdistorsi. Perspektif dari individu yang terpinggirkan dan tertindas dapat mendukung terciptanya gambaran dunia yang lebih objektif. Kelompok terpinggirkan yang digunakan Harding untuk tujuan objektivitas diperkuat Wood dengan dua penjelasan: pertama, melihat bahwa kelompok terpinggirkan mempunyai motivasi untuk memahami perspektif dari kelompok yang mempunyai kekuasaan. Kurangnya motivasi dari kelompok penguasa menjadikan mereka memiliki sedikit alasan untuk mengetahui kelompok mempunyai sudut pandang. Kedua, kelompok yang terpinggirkan mempunyai alasan untuk tetap pada status quo. 
c) The Situated Knowledge 
Menurut Harding dalam teori sudut pandang mengakui bahwa terdapat jenis lokasi sosial dan perjuangan politik memajukan pertumbuhan pengetahuan yang bertentangan dengan pandangan umum bahwa politik dan situasi lokal dapat menghalangi penyelidikan ilmiah (Harding, 2004). Pernyataan tentang Sandra Harding dan Julia T. Wood sepakat bahwa laki-laki dan perempuan mem- punyai perspektif terpisah, dan tidak meman- dangnya sebagai sesuatu yang setara. Lokasi- lokasi yang berbeda dalam hirarkhi sosial mem- pengaruhi apa yang dilihat. Masyarakat ber- anggapan bahwa perempuan sebagai minoritas mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa atau mayoritas laki- laki (Widhagdha & Ediyono, 2022).
d) Hubungan Sudut Pandang dengan Komunikasi 
Komunikasi memberikan tanggung jawab untuk membentuk sudut pandang kita, sesuai dengan tempat dimana kita belajar dalam masyarakat melalui interaksi dengan orang lain (West & Turner, 2017). Pelaku komunikasi dalam berbagi sudut pandang akan mempunyai gaya komunikasinya. Komunikasi berperan sebagai pusat dalam membentuk dan mengirimkan sudut pandang. Buzzanel menungkapkan dalam teori sudut pandang feminis, komunikasi digunakan sebagai alat untuk mengubah status quo menjadi perubahan. Memberikan suara kepada kelompok termarjinal yang kurang didengar, merupakan bagian dari praktik komunikasi (West & Turner, 2017). 
Budaya patriarki dan pemahaman gender yang rendah menjadi penyebab ketimpangan relasi gender dalam hubungan pacaran. Hubungan kekuasaan di mana laki-laki memiliki peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi, dan kekuasaan yang lebih besar dari perempuan, hubungan antara keduanya akan menjadi timpang. Pemikiran ini sebagaimana pemikiran oleh Gramsci bahwa, ketika ideologi patriarki menjadi ideologi hegemoni, yang terjadi adalah pola relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dan akar penyebab kekerasan terjadi karena ketimpangan relasi tersebut (Sofiani, 2021). Sistem patriarki menyediakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang/ unequal antara laki-laki dan perempuan menimbulakan kekerasan. Merujuk pada (Wahid, 2013),  kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat awam dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat awam dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat awam. (Fakih, 2013), bahwa budaya patriarki menjadi penyebab utama perilaku kekerasan dalam pacaran karena patriarki merupakan alat yang sangat sah untuk menjaga hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. 
Penelitian (Nimrah & Sakaria, 2015) dan  (Kollo, 2017), perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri dan bergantung, dan pandangan seperti inilah memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga berpihak pada budaya patriarki. Pada tataran yang abstrak, patriarki berwujud sebagai sebuah sistem relasi sosial, sedangkan pada tataran yang tidak demikian abstrak, patriarki struktur yang meliputi mode produksi patriarki, relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah, relasi patriarki dalam negara (Ramadhan, 2017), (Wahid & Legino, 2023). Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya pengondisian dari patriarki sebagai satu kebudayaan yang menyeluruh (Tong, 2014), (Ramadhan, 2017).
Penelitian lainnya menyatakan bahwa kekerasan terjadi dalam kerangka struktural dan kultural. Kekerarasan struktural yakni kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh secara langsung, namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik (Galtung dalam Herlambang, 2013). Kekerasan dalam politik terhadap perempuan salah satu kekerasan struktural yang dialami oleh perempuan selama ini. Kekerasan ini acapkali diabaikan atau didiamkan karena kekhawatiran rusaknya citra partai politik. Oleh karenya, diperlukan sebuah model terapan dalam penanganan bahkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.  Komunikasi politik (Wahid & Nurbaya, 2016), adalah komunikasi yang melibatkan pesan dan aktor politik, atau yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan. (Wahid & Nurbaya, 2016) 

Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian kuantitatif berfokus pada cara dunia dipahami dalam pikiran peneliti, biasanya menggunakan konsep abstrak dan terminologi memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis (Crospley, 2022). Denzim dan Lincol bahwa penelitian kualitatif memiliki fokus multimetode, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap pokok bahasannya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang dipelajari – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, kisah hidup, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksional, dan teks visual – yang menggambarkan momen dan makna rutin dan bermasalah dalam kehidupan individu. (Denzin & Lincoln, 2005) dan (Aspers & Corte, 2019).
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus analisis tipe tunggal. (Creswell, 2013), menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Pendekatan studi kasus dapat melihat masing-masing kategori Yin tersebut, namun juga dapat juga berupa gabungan dari beberapa kategorisasi Yin dalam waktu bersamaan. Sebuah penelitian studi kasus kritikal dapat juga merupakan kasus ekstrim dan jangka panjang setelah hasil penelitian disimpulkan (Pertiwi, 2021)..
Metode studi kasus dipandang sebagai metode yang sesuai untuk memetakan, memahami, menjawab dan menganalisis fenomena kerasan etrhadap perempuan dalam politik, Fenomena  tersebut dipandnag sebagai kasus penting dan sangat perlu diteliti karena terus menerus terjadi, sebagaimana bengai bentuk kekerasan lainnya yang selama ini dialmi oleh perempuan, seperti kekerasan fisik, psikologis/emosi dan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan lainnya dapat berupa kekerasan verbal dan nonverbal dalam proses aktivitas politik, termasuk kampanye politik. Kekerasan terhadap perempuan sulit dihapus, dan nampaknya akan terus dialami oleh perempuan sebagaimana haisl konstruksi sosial budaya patriarki yang menciptakan pola piker dan sikap dan perilaku laki-laki dna perempuan dalam interkais komunikasi dan politik. 
Fokus penelitian adalah 1) alasan dan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam politik, 2) Konstruksi kritis ‘sudut pandang’ laki-laki dan perempuan, dan 3) Konstruksi kritis komunikasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki karena sudut pandan yang berbeda baik anatra laki-laki da. Perempuan. Adapun narasumber-narasumber yang menjadi sumber informasi dan data penelitian adalah 1) anggota Partai Politik dan caleg, 2) pakar komunikasi polit8k, 3) pengurus partai politik dan 4) masyarakat umum.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen.I Wawancara  imerupakan  ialat  ire-checking  iatau  ipembuktian  iterhadap  iinformasi  iatau  iketerangan  iyang  idiperoleh  isebelumnya. Wawanacara yang digunakan adalah wawancara tidak  iberstruktur yaitu iadalah  iwawancara  iyang  ibebas  idimana  ipeneliti  itidak  imenggunakan  ipedoman  iwawancara  iyang  ibebas  iyang  itelah  itersusun  isecara  isistematis  idan  ilengkap  iuntuk  ipengumpulan  idatanya.   Data juga akan dihasilkan melalui observasi dan dokumen. Fokus observasi dalam penelitian ini adalah : 1) sudut pandang komunikasi politisi perempuan dan lali-laki dari berbagai teks yang relevan, dan 2) sikap dan pemahaman mengenai poliitk patriarki dan realasi kuasa sebagai ideologi yang mengkonstruksi sudut pandang laki-laki dan perempuan. (Umar, 2013). Adapun proses analisis dimulai dengan mengumpulkan data, dan kemudian pengolahan data dengan melakukan reduksi, kategorisasi dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mendeskripsikan, menjelaskan dan melakukan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan dan digunakan secara teliti.. Lokasi penelitian di Jakarta dan sekitarnya dan lama waktu  penelitian selama 6 bulan yaitu Juni – Desember 2023.

Hasil dan Pembahasan penelitian
         Apakah perempuan masih pertanyakan kualitas mereka ketika memilih ranah politik sebagai aktivitas ideologis dan profesional mereka. Sudut pandang bahwa politik tidak cocok bagi perempuan memnag bantak mungkin sebelum kebijakan affirmatif  action dilegalkan dalam UU Pemilu. Pendobrakan terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat inilah yang mampu memunculkan ketentuan kuota 30 persen dalam undang-undang (UU) Parpol Tahun 2008. Kekuatan bersama terhadap isu perjuangan sebagai kekuatan bersama kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dari dunia politik yang dikuasai oleh politisi laki-laki. 
            Alasan lainnya adalah budaya patriarki yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarki adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem patriarki semakin kuat berakar, dan seakan memiliki legalitas kebenaran. Semua itu, alasan demokrasi menjadi alasan yang melandasi perjuangan affirmative action, kuota 30 persen. (Wahid, 2012) Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusimdalam menangani ketimpangan  gender  dalam aktivitas  politik,  para  perempuan  diharapkan  dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga  akan  membantu  terciptanya  peluang-peluang  perempuan  mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki.  (Hamid, 2019)
           Pengaturan   mengenai   30%   keterwakilan   perempuan   dalam   parlemen merupakan   bentuk Affirmative Action (kebijakan   afirmatif)   yang  diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan  gender  dalam  aktivitas  politik,  para  perempuan  diharapkan  dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga  akan  membantu  terciptanya  peluang-peluang  perempuan  mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki. Ketika affirmative action tidak diterapkan dalam suatu negara, maka akan berimplikasi  pada  kaum perempuan yang dinilai  tidak  mampu  untuk  bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, dan ide pemikiran serta talentanya  di  dalam  lingkungan  masyarakat, bangsa  dan negara. (Hamid, 2019) Pandangan tersebut dikarenakan politik patriarki yang selama ini mekungkungi sosial budaya politik terhadap perempuan.
          Politik patriarki dan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan bagian yang tumbuh secara kuar dan mengakar dari budaya patriarki dan pemahaman gender yang tidak setara sehingga merugikan perempuan. Hubungan kekuasaan di mana laki-laki memiliki peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi, dan kekuasaan yang lebih besar dari perempuan, hubungan antara keduanya akan menjadi timpang. (Sofiani, 2021). Sistem patriarki menyediakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang/ unequal antara laki-laki dan perempuan menimbulakan kekerasan. Merujuk pada (Wahid & Legino, 2023),  kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat awam dan masyarakat politik. (Fakih, 2013), bahwa budaya patriarki menjadi penyebab utama perilaku kekerasan dalam pacaran karena patriarki merupakan alat yang sangat sah untuk menjaga hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. 
Penelitian (Nimrah & Sakaria, 2015) dan  (Kollo, 2017), perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri dan bergantung, dan pandangan seperti inilah memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga berpihak pada budaya patriarki. Pada tataran yang abstrak, patriarki berwujud sebagai sebuah sistem relasi sosial, sedangkan pada tataran yang tidak demikian abstrak, patriarki struktur yang meliputi mode produksi patriarki, relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah, relasi patriarki dalam negara (Ramadhan, 2017), (Wahid & Legino, 2023). Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya pengondisian dari patriarki sebagai satu kebudayaan yang menyeluruh (Tong, 2014), (Ramadhan, 2017).
Penelitian lainnya menyatakan bahwa kekerasan terjadi dalam kerangka struktural dan kultural. Kekerarasan struktural yakni kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh secara langsung, namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik (Galtung dalam Herlambang, 2013). Kekerasan dalam politik terhadap perempuan salah satu kekerasan struktural yang dialami oleh perempuan selama ini. Kekerasan ini acapkali diabaikan atau didiamkan karena kekhawatiran rusaknya citra partai politik. Oleh karenya, diperlukan sebuah model terapan dalam penanganan bahkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.  Hal tersbeut diperlukan agar siapapun actor politik mempunyai ruang dan kesempatan yang sama, tidak terhalang oleh sudut pandang salah satu kelompok dominan yang merugikan perempuan.
Komunikasi politik (Wahid & Nurbaya, 2016), adalah komunikasi yang melibatkan pesan dan aktor politik, atau yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan. (Wahid & Nurbaya, 2016). Ketidakseimbangan relasi kuasa berdasarkan budaya patriarki menciptakan subyektivitas pemahaman terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk pemahaman subyektivitas perempuan dalam politik. Struktur sosial masyarakat mengatur mekanisme perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada norma dan nilai dalam budaya yang menyebabkan relasi sosial atau intaraksi sosial, politik, dan ekonomi tidak seimbang. (Sumintak & Idi, 2022). 
Dalam pemahaman peneliti, kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh pemahaman kelompok dominan dalam praktek-praktek politik menggunakan kuasaan dominan yang dimiliki untuk bertindak tidak adil. Pemahaman tersebut merupakan hasil konstruksi budaya patriaki yang menempatkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam sebuah budaya. adalah sistem yak arena sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang bukan saja karena budaya patriarki, namun dalam pandangan standpoint theory dikonstruksi oleh pengentahuan, pandangan subyektif gender yang bereda yaitu laki-laki dan perempuan, situasi dan  nilai-nilai yang memposiiskan perempuan sebagai kelompok marginal. Pandangan tersebut menjadi penyebab semua sektor kehidupan berdasarkan relasi ordinat dan  suborninat anatara antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbentuk tindakan, kata-kata, sikap dan sruktur atau sistem penyebab kekerasan. psikis, dan lingkungan, atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya pengondisian dari patriarki sebagai satu kebudayaan yang menyeluruh (Tong, 2014), (Ramadhan, 2017). Budaya patriarki dimana perempuan dan laki-laki melewati proses konstruksi sosial, budaya dan politik menjadi alasan kuat ketidakadilan bagi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam politik.
 
Politik perempuan Perspektif Standpoint Theory 
Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia masih sangat minim jumlahnya, meskipun sudah memiliki landasan hukum UU No 8/2012 yang mengatur tentang pemilihan umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Salah satu butir pasal menyebutkan partai politik untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif (caleg) perempuan untuk berkontestasi dalam pemilu baik di DPR RI hingga DPRD tingkat II atau kabupaten/kota. Data hasil pemilu tahun 2004 jumlah anggota DPR RI perempuan sebanyak 11,82 %, dan di tahun 2009 meningkat menjadi 17,86%, sedangkan di tahun 2014 berjumlah 17,32% kemudian di tahun 2019 meningkat sebanyak 20,8 angka ini belum memenuhi kouta 30%. Jumlah perempuan di Indonesia sekitar 130 juta populasi hampir setara dengan kaum pria, keterwakilan perempuan belum terlalu memuaskan walaupun politik afirmasi perempuan sudah berjalan. (Latief et al., 2021).
Perempuan masuk dalam elemen pembangunan, namun bukan objek pembangunan. Hal ini menempatkan perempuan pada subordinat dan selalu dipersepsikan kedua dibawah laki-laki. Teori feminis menyatakan bahwa ketimpangan hubungan diantara perempuan dan laki-laki “menyuburkan” bahwa perempuan itu terbelakang. Istilah pemberdayaan perempuan memiliki makna ketidakberdayaan perempuan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Perempuan masih dianggap lemah meskipun telah menjadi wanita karir, memiliki pengahasilan sendiri dan memiliki beban yang sama dengan laki-laki di tataran domestik, namun justru menjadi bahan eksploitasi. Perempuan dianggap memiliki citra yang berbeda dengan kaum laki-laki di dunia politik. Perempuan cenderung dipandang lemah sehingga tidak cocok masuk dalam dunia politik yang dianggap kotor, dan banyak intrik. (Nurussa'adah, 2020)
Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara peran perempuan  dan laki-laki yang menciptakan dominasi dan diskrimasi dalam kehidupan perempuan. Dominasi  gender merupakan subyektivitas yang membentuk pehaman gender tertentu terhadap seksualitas mereka. Laki-laki sebagai gender yang dominan dalam banyak nilai sosial budaya. (Wahid & Legino, 2023). Pandangan inni yang dileawati dan membentuk pandangan terhadap realitas politik selanjutnya. Artinya selama perubahan budaya patriarki belum berupah, maka sudut pandang yang berbeda dan berakibat pada ketidakadilan bagi perempuan akan terus ada. Budaya patriarki juga melahirkan sudut pandang bahwa kekuasan lebih rasional dimiliki oleh plaki-laki dibandingkan oleh perempu karena laki-laki lebih rasional sehingga lebih bisa mengelola kekeuasaan.
Sistem budaya patriarki adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan berpihak kepada kaum laki-laki yang memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan. Terdapat sudut pandang yang berbeda antara lai-laki dan perempuan dalam memandnag dan memahami kondisis, fenomena dan alasan keterlibatan perempuan dalam politik. Perbedaan ini merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun dalam pemahaman yang tidak setara atau sudut pandang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Teori sudut pandang menfokuskan pada kesetaraan perempuan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan sipil, mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. (Nugroho et al., 2021)
Penelitian Priandi dan Roisah (2019) berbeda dengan penelitian Ratnawati, yaitu menunjukkan naik turunnya keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan berakibat menurun. Kekuatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk kedalam daftar pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019 (Nursa’ada, 2020)
Sandra Harding menyebutkan "ketika orang berbicara dari sisi berlawanan dari hubungan kekuasaan, perspektif dari kehidupan yang kurang kuat dapat memberikan pandangan yang lebih objektif daripada perspektif dari kehidupan yang lebih kuat." Menurut Sandra Harding dan Julia Wood menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menemukan bagaimana dunia bekerja adalah dengan memulai penyelidikan dengan sudut pandang perempuan dan kelompok marginal lain pada masyarakat (Griffin, 2015). Sudut pandang adalah tempat untuk melihat dunia di sekitar kita. Sebuah sudut pandang menjadi politis ketika anggota kelompok terpinggirkan menjadi sadar akan posisi khusus mereka dalam kaitannya dengan budaya dominan dan berusaha untuk menantang dominasi itu (Littlejohn et al., 2017). Pandangan tersbeut menjadi penyebab munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam politik, muncul kecenderungan bahwa politik tidak sesuai bagi perempuan, walau pandangan ini semakin pudar, namun realitanya, keterwakilan perempuan dalam politik masih belum emmenuhi kuato 30 persen. INi menjadi petanda bahwa sudut pandang yang berbeda natara laki-laki dan perempuan maish sangat kuat.
Penyebab kekerasan dalam politik masih dialami oleh perempuan salah satunya karena mental dan pola pikir atau mental yang berbeda sehingga lahirkan ide, sikap dna perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuanBudaya patriarki yang lebih menempatkan laki-laki pada posisi utama, dan menempatakamn perempuan lada level kedua, kemudian mengekalkan pemahaman tersebut yang menentukan pola piker laki-laki yang terlibat dalam aktiviats politik.. Perbedaan pandana terhadap gender laki-laki dan perempuan menurut Standpoint Theory (Griffin, 2012).
Teori Standpoint memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan orang sehari-hari. Setiap individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri dan bahwa perspektif individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Menurut (Utami, 2018), teori standpoint mengasumsikan adanya kelompok underrepresented. Kelompok ini adalah kelompok yang termarjinalkan, dalam hal ini adalah ibu tunggal yang berperan ganda. Dalam dunia yang didominasi budaya patriarki, adanya kesan kuasanya laki-laki, sedang perempuan ada di pihak bawahnya. 
Menurut Sandra Harding dan Julia Wood menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menemukan bagaimana dunia bekerja adalah dengan memulai penyelidikan dengan sudut pandang perempuan dan kelompok marginal lain pada masyarakat (Griffin, 2015). Sudut pandang adalah tempat untuk melihat dunia di sekitar kita. Sebuah sudut pandang menjadi politis ketika anggota kelompok terpinggirkan menjadi sadar akan posisi khusus mereka dalam kaitannya dengan budaya dominan dan berusaha untuk menantang dominasi itu (Littlejohn et al., 2017).  Teori sudut pandang dalam kajian ilmu komunikasi dikembangkan oleh Julia T. Wood. Teori sudut pandang ada sebagai pengakuan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara bertanggung jawab terhadap marginalisasi atas penindasan kelompok tertentu (Littlejohn et al., 2017).  

Simpulan
Berdasarkan data dan analisis dapat menjelaskan bahwa budaya partiarki menjadi penyebab munculnya sudut pandang yang berbeda terhadap aktivitas dan politisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sudut pandang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menyebaakan pemahaman dan nilai yang berbeda terhadap satu realiats obyek jika dilihat dari sudut pandang perempuan dan laki-laki. Pandangan berbeda terhadap perempuan sangat merugikan perempuan, walaupun dalam undang pemilu dan UU politik  tidak terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam prakteknya sudut pandang yang berbeda masih sangat kuat sehingga mengekalkan bahwa perempuan belum setara dengan laki-laki dalam politik. Posisi-posisi pengambilan keputusan amsih banyak dipedang oleh laki-laki, dibandingkan perempuan, apakah ini karena ketidakmampuan perempuan untuk dipandang setara dengan laki-laki ? 
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